BAB 1
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan dunia teknologi yang sangat pesamdbkberapa dasawarsa
terakhir, turut mendorong berkembangnya moda pearbaynonkonvensional yang
meliputi alat pembayargpaperlessseperti transfer dana elektronik dan alat pemiaseyar
memakai kartudard-basegl (ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabaya

Alat pembayaran boleh dibilang berkembang sangsatpgan maju. Kalau kita
menengok kebelakang yakni awal mula alat pembayd#rtardikenal, sistem barter
antarbarang yang diperjualbelikan adalah kelazinghnera pra modern. Dalam
perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yaemiliki nilai pembayaran yang
lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uangimanenjadi salah satu alat
pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Sétgaj alat pembayaran terus
berkembang dari alat pembayaran tucasth basedke alat pembayaran non tunaof
cash) seperti alat pembayaran berbasis kerpegpér basel] misalnya, cek dan bilyet

giro,* serta alat pembayaran berbasis non kertas skpgttikredit.

Berbagai keunggulan dari penggunaan alat pembaygamerless yang
ditawarkan sebagai salah satu produk perbankaebigrstentunya diiringi pula dengan
segala resiko terhadap penggunaan alat pembayamag menggunakan teknologi

canggih ini.

Kejahatan Penggunaan kartu kredit, sering terjadduhia maya (internet),
dimana pemegang kartu kredit banyak yang dirugilRahak penerbit kartu atau bank
seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap masalab dihadapi oleh pemegang
kartu, dan tidak memberatkan konsumen kartu kreldihgan membebani tagihan yang

! “Sistem Pembayaran di Indonesia”, <http://www.biid/web/id/Sistem+Pembayaran/Sistem+
Pembayaran+di+Indonesia/Sekifgsdiunduh tanggal 27 November 2009.
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seharusnya tidak dibayar oleh pemegang kartu kr&eharusnya bank bertanggung
jawab dengan menanggung resiko atas tagihan téysddou melaporkan kepada pihak
yang berwajib, apabila terjadi kasus-kasus penipmaupun kejahatan kartu kredit

lainnya.

Sebagai contoh, baru-baru ini di Amerikaksa penuntut umum federal AS
mendakwa seorang mantan informan pemerintah detgghrhan membobol 130 juta
kartu kredit. Ini adalah pembobolan kartu kredih dabet terbesar di AS. Menurut jaksa,
Albert Gonzalez (28) yang tinggal di Florida membloharingan retail dengan
kejeniusannya dalam program komputer. Gonzalez apemenjadi informan Secret
Service AS di mana tugasnya membantu memburu g&ieels. Belakangan diketahui ia
juga bekerja untuk para penjahat dengan memasakmasi. Gonzalez kini sudah
dijebloskan ke penjara sambil menunggu prosesdaergan. Dalam dakwaan di negara
bagian New Jersey, Gonzalez dituduh bekerja samgadedua tersangka lain mencuri
informasi pribadi. Tujuannya menjual data yang dickepada orang lain. Jaksa
mengatakan Gonzalez yang memiliki nama onlis@pnazi menarget para pelanggan
jaringan supermarket 7-Eleven Inc dan Hannafordirs Co, Inc. la juga mengincar
pelanggan Heartland Payment Systems, prosesor ganabakartu kredit dan debet yang
bermarkas di New Jersey. Menurut dakwaan, Gonzdéez dua temannya asal Rusia
menghack jaringan komputer sasarannya dan sedaaaidgamenempatkan peranti lunak
jahat (malware software). Sehingga mereka bisa orerdata sepuasnya. Gonzalez

terancam hukuman hingga 20 tahun jika terbuktidiefs®

Di dalam suatu perjanjian keanggotaan kartu kreditk terdapat suatu klausul
yang memberatkan (klausul eksemsi) bagi pihak koesu(pemegang kartu kredit).
Klausul eksemsi yaitu klausul yang melepaskan/méadlean tanggung jawab bank atas

penyalahgunaan kartu krediDalam hal ini terdapat perubahan paradigma hubunga

2 “Hacker Jenius Bobol 130 Juta Kartu Kredit”, <httpww.detikpos. net/2009/08/hacker-jenius-
bobol-130-juta-kartu.html>, diunduh tanggal 30 Nawer 2009.

% Irdanuraprida, “Perjanjian Keanggotaan Kartu Krediirmadevita.com/2007/12/07/ perjanjian-
keanggotaan-kartu-kredit/ - 4¥kdiunduh tanggal 7 Desember 2007.
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antara konsumen dan produsen, yaitu hubungan yamgla dibangun atas prinsip
caveat emptdrberubah menjadi prinsipaveat venditor Suatu prinsip hubungan yang
semula menekankan pada kesadaran konsumen sertdkiraelindungi dirinya berubah

menjadi kesadaran produsen untuk melindungi konsime

Pepatah kunoaveat emptotampaknya masih relevan bagi calon maupun pemilik
credit card alias kartu kredit, sebab alat pengganti pembayatau penarikan tunai
secara kredit bisa menjelma menjadi hal menyerarblagin pemiliknya. Alih-alih ingin
memperoleh kemudahan dengan fasilitasnya tetajgit adapnyebabkan terjerat utang dan
intimidasidebt collector

Dalam beberapa tahun belakangan ini bank makinagenenawarkan produknya
berupa tabungan berhadiah, kartu kredit, dan piajadengan iming-iming suku bunga
murah. Bank bukan hanya menunggu nasabah. Hampetidp pusat perbelanjaan dan
keramaian selalu tampak orang berkeliaran dengagam tertentu menawarkan produk
kartu kredit kepada setiap pengunjung.

Besarnya pertumbuhan karena bank dan lembaga jgeneburunkan syarat.
calon pemilik bisa mendapatkan kartu hanya dalampte yang relatif singkat, yaitu
sekitar 14 hari kerja, dan hanya berbekal KTP digrgsji. Kemudahan kepemilikan dan
pemakaian kurang terkendali menimbulkan problenemikdian hari. Terbukti keluhan

yang menyangkut ‘uang plastik’ selalu muncul didkosetiap hari.

Guna mencegah kredit bermasalah dari pemakaian kegtlit, penerbit kartu

kredit harus memberikan informasi yang lengkap pealan nasabah. Informasi yang

* Caveat emptoadalah istilah latin yang dalam bahasa Ingdgisthe buyer bewaresuatu doktrin

yang mengatakan bahwa pembeli menanggung risik® lkatadisi produk yang dibelinya. Artinya, pembeli
(konsumen) yang tidak ingin mengalami risiko haveshati-hati sebelum membeli suatu produk. LihataBr
A.Garner,Black’s Law Dictionary, Seventh Edittid&t.Paul, Minn: 1999), hal. 215, sebagaimana @koleh
Inosentius Samsul dalaRerlindungan Konsumen:Kemungkinan Penerapan Targdawab MutlakJakarta:
Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasariitd), hal.4.

® Caveat venditoradalah istilah latin yang dalam bahasa Inggdes:the seller bewaredalah

kebalikan dariet the buyetbewareyang berarti pihak penjual harus berhati-hatigkarjika terjadi satu dan
lain hal yang tidak dikehendaki atas produk tergefmaka yang akan bertanggung jawab adalah perjitnet
Bryan A.Garneribid.

% Ibid., hal. 28
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diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/64RBb tanggal 20 Januari 2005
tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan ¢gremgpn Data Pribadi Nasabah,

seperti yang tercantum dalam Pasal 4 yaitu:

1. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalbanasa Indonesia secara lengkap

dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank

2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (lipwegampaikan kepada Nasabah

secara tertulis dan atau lisan.

3. Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksuth ayat (1) dan ayat (2),
Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkaislead dan atau tidak
etis fniscondudt®

Dalam praktiknya para pemegang kartu kredit tid&@adapatkan informasi yang
jelas dan benar mengenai penggunaan kartu kredifagditasnya, sehingga pemegang
kartu kredit tidak mendapatkan kenyamanan dalanbé@iansaksi dalam menggunakan
kartu kredit. Terdapatnya klausula baku yang méargikonsumen, menempatkan
konsumen dalam posisi yang lemah sehingga pihak panerbit dapat melepaskan diri
dari tanggung jawabnya Sisi perlindungan hukumasip konsumen yang selama ini
masih jauh dari kepentingan konsumen inilah yaranakenjadi pokok permasalahan

yang akan diangkat penulis dalam tesis ini.

" Indonesia,Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentdignsparansi Informasi
Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabahedifr Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 16, Tambahan lembaran Negara Repuldidiesia Nomor 447%asal 4.

8 Encep Saepuddi, "Sikap Kritis Mengikis Keluh&artu”, <http://smunsapurgan.web.id
/viewtopic.php?id=288, diunduh tanggal 23 Februari 2008.
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2. Rumusan M asalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebatadj maka uraian yang

terdapat pada latar belakang penulisan ini, peakk® mengangkat pokok permasalahan

sebagai berikut:

1.
2.

Bagaimana peran konsumen kartu kredit dalamaqueraan kartu kredit?

Bagaimana tanggung jawab bank penerbit terh@@apegang kartu kredit dalam
aspek perlindungan hukum penggunaan kartu kredit?

Apakah perundang-undangan nasional yang berkdat ini dapat melindungi

konsumen kartu kredit?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari tiga rumusan permasalahan tersebut, penelitidertujuan:
Mengetahui peran konsumen kartu kredit dalanggemaan kartu kredit.
Mengetahui tanggung jawab bank penerbit terhgoapegang kartu kredit dalam
aspek perlindungan hukum penggunaan kartu kredit.
Mengetahui perundang-undangan nasional yangakuerlsaat ini yang dapat

melindungi konsumen kartu kredit.

Sedangkan kegunaan penelitian yang diharapkan ipemalalui penelitian ini

meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat mengembangkan keberatiailmu hukum terutama
dari dalam bidang hukum yang berkaitan dengan hytemmndungan konsumen.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasahdan penelitian dan
mensosialisasikan masalah perlindungan konsuméadap pemegang kartu kredit
serta dapat memberi justifikasi terhadap peratyeary berlaku berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan woes dan Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimkfadribah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta perundang-undamegaonal lainnya.
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2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbapgankiran dalam mengambil
langkah-langkah dalam pelaksanaan perundang-undadigdidang perlindungan
konsumen, khususnya bagi para pemegang kartu kdadim hal kenyamanan
bertransaksi. Serta penyempurnaan terhadap halyhag berkaitan dengan
perundang-undangan di bidang perlindungan konsuersebut.

Penelitian ini juga diharapkan sebagai masukan lbagk penerbit kartu krediyaitu
agar lebih memperhatikan pemegang kartu kreditnddi@l kenyamanan dalam
menggunakan kartu kredit. Pemikiran ini diharapkiapat memberikan informasi

kepada masyarakat mengenai perlindungan hukundegphzemegang kartu kredit.

4. Metode Pendlitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodeejigan yuridis normatif.
Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yangngacu kepada norma-norma hukum
yang ada dalam perundang-undangan, yang mana dptd diperoleh melalui studi
kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancaemasetelengkap.Sumber data
yang digunakan oleh penulis adalah data sekundeardi data yang diperoleh melalui
kegiatan bahan pustakaStudi kepustakaan adalah suatu studi melalui disar yang
dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai dataisder* Sehingga penelitian hukum
normatif yang dilakukan oleh Penulis adalah denganggunakan sumber data sekunder
yaitu terhadap bahan-bahan kepustakaan, meliptatizalain hal-hal sebagai berikut:

1. Bahan-bahan hukum primer meliputi Undang-Undang aDadegara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya dalam penelitiagisebut UUD 1945), Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Woes (selanjutnya dalam
penelitian ini disebut Undang-Undang Perlindungasnstmen), Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimkadribah dengan Undang-

° Soerjono Soekanto dan Sri Mamudfienelitan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal514

%pid., hal.12.

% 1bid., hal.24.
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Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya dalam gemeini disebut Undang-
Undang Perbankan), serta digunakan juga Kitab Umpdaclang Hukum Dagang
(selanjutnya dalam penelitian ini disebut KUHD) déitab Undang-Undang Hukum
Perdata (selanjutnya dalam penelitian ini disebuHK Perdata), Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Bangawasan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Peraturank Badonesia Nomor
7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Pro8akk dan Penggunaan Data
Pribadi Nasabah, Peraturan Bank Indonesia Nomorl11RBI/2009 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengaggyeakan Kartu.

2. Bahan-bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, kuampkumpulan artikel,
internet dan surat kabar.

3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjan@ dadarnya mencakup: (a)
bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahleum primer dan bahan
hukum sekunder, yang telah dikenal dengan namanbat@an bidang hukum atau
bahan rujukan di bidang hukum. Contohnya adalahtrabsundang-undang,
bibliografi hukum, ensiklopedi hukum, indeks mafalaukum, misalnya yang berasal
dari sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat ddain sebagainya, yang oleh para ahli
hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun mengrjata penelitianny.

Dalam membahas permasalahan, data dan informagiaden diolah secara
kualitatif untuk memperoleh jawaban yang dapat dgmggungjawabkan secara
ilmiah, oleh karena pembahasan yang dilakukan naéarp analisa dan masukan
yang dapat diambil oleh perusahaan bank penerbiysusnya dalam hal
diterapkannya perlindungan hukum bagi pemegana kaedit ditinjau dari Undang-

Undang Perlindungan Konsumen.

12 Soerjono Soekamto dan Sri Mamudfieranan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum
(Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukuiweysitas Indonesia, 1979), hal. 29.

Universitas Indonesia

Perlindungan hukum..., Purita Pringgasari, FH Ul, 2010



5. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsional

Teori adalah serangkaian keterangan yang salifrgubengan dan tersusun dalam
sistem deduksi, yang menjelaskan tentang suatlag&alam suatu teori paling sedikit
ada 3 (tiga) unsupertama penjelasan tentang berbagai unsur dalam suat kedua
menganut sistem deduktif, yaitu sesuatu yang kaktddri suatu yang umum dan abstrak
menuju sesuatu yang khusus dan nylgtigg memberikan penjelasan atas gejala yang
dikemukakannya. Fungsi dari teori dalam suatu peeladalah memberi arah kepada

penelitian yang dilakukan.

Teori yang terdapat di dalamnya adalah teori tenpgaerjanjian. Secara umum
definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdatalah suatu perbuatan dengan
mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan diriileyhadap 1 (satu) orang lain atau
lebih 2

Dalam hal ini terdapat perjanjian antara bank ganh&artu kredit dan konsumen
atau pemegang kartu kredit, dimana pemegang kaerjarj untuk melunasi pembayaran
yang telah dilakukan oleh penerbit kartu terhadegagang. Tetapi dalam praktiknya,
perjanjian sering dibuat dalam kondisi yang tid&kiinbang. Produsen (pelaku usaha)
memanipulasi perjanjian yang dibuat dalam ketentldsusula baku. Biasanya,
perjanjian tersebut lebih menguntungkan salah gk, yaitu pelaku usaha itu sendiri.
Ketentuan klausula baku biasanya dibuat oleh pylaalg lebih dominan (pelaku usaha).
Klausula tersebut tidak dapat dinegosiasikan at&awdr-tawar oleh pihak lainnya.
Akibatnya konsumen sebagai pihak yang tidak domimemerima begitu saja, tanpa
bernegosiasi sedikitpun. Hal inilah yang menyebabiexjadinyaunfair contractyang

sangat merugikan konsuméh

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungasufoen disebutkari®

13 Kitab Undang-Undang Hukum PerdatBurgelijk Wetboek diteriemahkan oleh R. Subekti dan
R. Tjitrosudibio, cetakan keduapuluh sembilan, &k Pradnya Paramita, 1996), pasal 1313.

14 Happy Susantddak-Hak Konsumen Jika dirugikatlakarta: Visi media, 2008), hal. 52-53.

15 IndonesiaUndang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perfigaum KonsumerLembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tdrab Lembaran Negara Nomor 38ZPgsal 18.
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1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/asau yiang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumlkarsta baku pada setiap
dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a.
b.

C.

menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;

menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak @drayerkembali barang
yang dibeli konsumen,;

menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak radrayekembali uang yang
dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang diledlikminsumen;

menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepad#upakaha baik secara
langsung, maupun tidak langsung untuk melakukaalagmdakan sepihak yang
berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsureeara angsuran;

mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegubaaang atau pemanfaatan
jasa yang dibeli oleh konsumen;

memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangifaata jasa atau
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjaékghgl beli jasa;
menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan lyanga aturan baru,
tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutamdianat sepihak oleh pelaku
usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yaligyh;

. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepad&upelsaha untuk

pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakgarterhadap barang yang
dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula bakg kdak atau bentuknya sulit
terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, gsng pengungkapannya sulit
dimengerti.

3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan olelkpelusaha pada dokumen atau
perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimanakdudgpada ayat 1 dan ayat 2
dinyatakan batal demi hukum.

4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku pangntangan dengan Undang-
Undang ini.

Terdapatnya asas—asas dalam perjanjian, yas@as konsensualitasartinya

adalah, bahwa pembuatan perjanjian harus dilakbleadasarkan adanya kesepakatan

kedua belah pihak. Karena dasarnya adalah kesepakabka segala syarat hak dan

kewajiban, sanksi atas pelanggaran, tata cara |esayan, perselisihan dan sebagainya,

harus dibuat bersama-sama, secara jujur dan sakérel

16 Sehat DamanikQutsourcing dan Perjanjian KerjgJakarta: DSS Publishing, 2007), hal. 55.
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Prinsip asas konsensualitas terdapat dalam P&2fl KUH Perdata yang
menyebutkan syarat-syarat sahnya perjanijian,yakni:
1. Adanya pesepakatan dari mereka yang mengikatkan dir
2. Adanya kecakapan hukum untuk melakukan/membudtagiari/ perjanjian.
3. Adanya suatu hal atau obyek yang diperjanjikan.
4. Adanya suatu sebab yang halal.

Kemudian asas kebebasan berkontrak, dalam asagitiak pihak yang
mengadakan perjanjian diberi kebebasan untuk menibugerjanjian sesuai dengan
kebutuhan dan keinginannya. Itu artinya undang-ngdang mengatur tentang hukum
perjanjian tidak mencampuri pokok-pokok atau syayarrat yang akan menjadi
kesepakatan para pihak. Seberapa luas dan lama gesfanjian adalah murni

berdasarkan keinginan para piHak.

Ketentuan tentang kebebasan berkontrak ditemukimdpasal 1338 ayat (1)
KUH Perdata yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlakagaibUndang-Undang bagi
mereka yang membuat

Asas kebebasan berkontrak memberikan pada seteapg dnak untuk dapat
mengadakan berbagai kesepakatan sesuai kehendakedsyaratan yang disepakati
kedua pihak, dengan syarat-syarat subjektif daektibfentang sahnya suatu persetujuan
tetap dipenuhi (Pasal 1320). Dengan sistem terbsé@ap orang dapat mengadakan
sembarang perjanjian, bahkan dengan bentuk-bemgténs tertutup yang dianut buku
ke-2 KUH Perdata. Keadaan ini kemudian diimbuhiapdéngan catatan bahwa hukum
perjanjian itu merupakan hukum pelengkap, jadiapetrang dapat saja mengadakan
persetujuan dalam bentuk-bentuk lain yang disediakeh KUH Perdata. Dalam hal ini

perjanjian dengan syarat-syarat baku ini telah astamgendalam merasuk ke dalam

7 Kitab Undang-Undang Hukum PerdatBurgelijk Wetboek diteriemahkan oleh R. Subekti dan

R. Tjitrosudibio, cetakan keduapuluh sembilan, &k Pradnya Paramita, 1996), pasal 1320.

18 Sehat Damanilgp.cit, hal. 56.
9 Kitab Undang-Undang Hukum PerdatBurgelijk Wetboek diterjemahkan oleh R. Subekti dan

R. Tjitrosudibio, cetakan keduapuluh sembilan, &k Pradnya Paramita, 1996), pasal 1338.
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kehidupan masyarakat. Antara lain mengenai pembelianah, alat-alat elektronik,
alat-alat transportasi, alat-alat rumah tanggaa jaerbankan, jasa asuransi, dan
sebagainy&’

Selain itu mengenai perbuatan melawan hukum daéargketa antara konsumen
dan Pelaku usaha, secara normatif selalu menurgdi jetentuan pasal 1365 KUH
Perdata. Rumusan norma dalam pasal ini unik ticglersi ketentuan pasal lainnya.
Perumusan norma pasal 1365 KUH Perdata lebih mieanpstruktur norma daripada
substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Kdedna itu, substansi ketentuan
pasal 1365 KUH Perdata senantiasa memerlukan miiesi di luar KUH Perdata?

Mengenai karakter hukum, Friedman berpendapat, taogis hukum selalu
mengalami perubahan melalui 4 (empat) jenis afsigerubahan, tergantung pada asal
perubahangoint of origin dan dampak akhir dari perubahawift of impact Keempat
jenis perubahan tersebut adalgdgrtama perubahan yang berasal dari luar sistem
hukum, yaitu dari masyarakat, namun dampaknya hbasakhir pada perubahan sistem
hukum itu sendiriKedua perubahan yang berasal dari luar, yaitu dari arasat dan
membawa dampak pada perubahan masyar&laiga perubahan dari dalam sistem
hukum sendiri, namun hanya berdampak secara intewskam.Keempatperubahan dari

dalam hukum dan berdampak ke luar atau ke masyafaka

Selama ini, hukum hanya dipahami sebagai aturasavatyang bersifat kaku dan
terlalu menekankan pada aspb& legal systertanpa melihat kaitan antara ilmu hukum
tersebut dengan persoalan-persoalan yang harugaita seperti dalam hal ini masalah-
masalah sosial. Hukum identik dengan ketertibanagsb cermin pengaturan dari
penguasa, di sisi lain ada juga pemahaman mengeikaim yang menekankan aspek

legitimasi dari peraturan-peraturan itu sendiri.ddeal semestinya teori hukum

20 Celina Tri Siwi Kristiyanti,Hukum Perlindungan Konsumenetakan pertama, (Jakarta: PT.
Sinar Grafika, 2008), hal. 63-64.

2 Ridwan Khairandy, ed.Masalah-Masalah Hukum Ekonomi Kontemporglakarta: FH-UI,
2006), sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina,nidd@rgeseran Penerapan Dalil Perbuatan Melawan
Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) Dalam Sengketa Ankaonsumen dengan Pelaku Usahal. 239.

22 nosentius Samsubp.cit, hal. 31-32.
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hendaknya tidak buta terhadap konsekuensi sosraltidak kebal terhadap pengaruh

sosia

luar

23
I

Hukum responsif berorientasi pada hasil, pada tdyfupuian yang akan dicapai di

hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukummegtsiasikan, bukan

dimenangkan melalui subordinasi. Ciri khas hukuspoasif adalah mencari nilai-nilai

tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kelijdRalam model hukum responsif ini,

mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap dolmy dianggap mereka sebagai

interpretasi yang baku dan tidak fleksibtl.

Penulisan penelitian ini menggunakan berbagaialstilan untuk mengatasi

kemungkinan perbedaan pengertian dari istilahaistitu, kerangka konsepsional dari

istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1.

2.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yangamenjadanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang darjfga yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,uiegya, orang lain, maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseoranganbatian usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yhdigikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wildya#fum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalpérjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagaigoekenomi.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupak tbeérwujud, baik bergerak
maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupurk ttilbabiskan, yang dapat
untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atauaudiaatkan oleh konsumen.
Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekejaarprestasi yang disediakan
bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebanluaformasi suatu barang
dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumeat&ap barang dan/atau jasa
yang akan dan sedang diperdagandRan.

23 Philippe Nonet dan Philip Selznick, “Law & Sociaty Transition: Toward Responsive Law”,

<http://iimuhukum76.wordpress.com/2008/06/02/hukusponsift, diunduh tanggal 2 Juni 2008.

% Philippe Nonet dan Philip Selznick, “Law & Socidty Transition: Toward Responsive Law”,

<http://iimuhukum76.wordpress.com/2008/06/02/hukusponsift, diunduh tanggal 2 Juni 2008.

% IndonesiaUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindmngonsumenLembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Bdrab Lembaran Negara Nomor 3821, Pasal 1 angka 1
s/d angka 6.
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7. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakdaradembaga non-
Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemdrigeang mempunyai kegiatan
menangani perlindungan konsumen.

8. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentwensgfarat-syarat yang telah
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu sesgpéhak oleh pelaku usaha yang
dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjangery mengikat dan wajib
dipenuhi oleh konsumen.

9. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badgnbgrtugas menangani
dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usahedsammen.

10.Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah baderg yWibentuk untuk
membantu upaya pengembangan perlindungan konstimen.

11.Kartu Kredit adalah Alat pembayaran dengan menggamekartu yang dapat
digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewapybaig timbul dari suatu
kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaaathu untuk melakukan
penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemgegartu dipenuhi terlebih
dahulu olehaquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban koneda
pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengamasan secara sekaligus
ataupun dengan pembayaran secara andSuran

12.Pemegang Kartu adalah pengguna yang sah dari &atbgyaran dengan
menggunakan kartt.

13. Penerbit adalah Bank atau Lembaga selain Baing menerbitkan alat pembayaran
dengan menggunakan k&rtu

14. Pedagang Merchan) adalah penjual barang dan/atu jasa yang menerima
pembayaran dari transaksi penggunaan Kartu Kreditatau kartu Debé?.

%6 |ndonesiaUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindmngonsumenLembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Bdrab Lembaran Negara Nomor 3821, Pasal 1
angka 9 s/d angka 12.

" Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tegtaPenyelenggaraan

Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kdrembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor 5000, Pasal 1 angka 4.

% Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tegtaPenyelenggaraan

Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kdrembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor 5000, Pasal 1 angka 7.

2 |ndonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tegtaPenyelenggaraan

Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kdrembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamdsmor 5000, Pasal 1 angka 9.

% Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tegtaPenyelenggaraan

Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kdrembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamasmor 5000, Pasal 1 angka 11.
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6. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, penulis membagi menjada bab. Pembagian ini

dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam peashattopik, sehingga analisis

dan uraian dalam penulisan ilmiah ini tersusun darizgik.

Sedangkan data yang berkaitan dengan pokok pemhasalruang lingkup dan

identifikasi masalah sebagaimana yang telah dikahbudi atas yang telah diperoleh akan

disajikan dengan pendekatan deskriptif analitis darskriptif analitis. Penelitian akan

menguraikan materi penelitian ini dengan sisteragiénulisan sebagai berikut:

BAB |

BAB 2

BAB 3

PENDAHULUAN akan menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah,
Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelif@nangka Teori dan

Kerangka Konsepsional, dan Sistematika Penelitian.

PERAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN KARTU KREDIT,

meliputi Subbab Bisnis Perbankan di bidang Kartuedity Subbab
Pemahaman Istilah Mengenai Kartu Kredit, Subbabb&gai Macam
Kartu Kredit di Indonesia, Subbab Peran KonsumdandePenggunaan
Kartu Kredit, penulis uraikan menjadi Kedudukan Koemen Kartu
Kredit, Perilaku Konsumen, dan Konsumen sebagaakPiyang Perlu

Dilindungi dalam Penggunaan Katu Kredit.

TANGGUNG JAWAB BANK PENERBIT TERHADAP
PEMEGANG KARTU KREDIT, meliputi Subbab Hubungan Hukum
antarpihak dalam Kartu Kredit, penulis uraikan radnhpPengertian Pelaku
Usaha, Perjanjian Kartu Kredit, Subbab Tanggungaba®ank Penerbit
terhadap Pemegang Kartu Kredit, penulis uraikan jadenPrinsip
Tanggung Jawab Pelaku Usaha, dan Pelaku Usaha Bertgnggung
Jawab terhadap Pemegang Kartu Kredit, Subbab Bé&dniki Rugi yang
Diberikan Pelaku Usaha kepada Pemegang Kartu Kredit
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BAB 4 PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DALAM MELINDUNGI
PEMEGANG KARTU KREDIT, meliputi Subbab Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumehb& Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998&)b&ku
Perundang-undangan Nasional lain dalam Melindureghdgjang Kartu
Kredit, penulis uraikan menjadi Peraturan Pemermii@mor 58 Tahun
2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelemydzzdindungan
Konsumen, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBB2@entang
Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaata [Pribadi
Nasabah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/P@3/2tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengagdieakan Kartu,
dan Subbab Peran Pemerintah dalam melindungi Remed€artu Kredit,
penulis uraikan menjadi Peran Pemerintah sebagaul&er, dan Peran

Pemerintah sebagai Pengawas.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN, meliputi Subbab Kesimpulan dan Subbab
Saran.
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